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PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 3BTAHUN 2018
TENTANG

JABATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Prsiden Nomor
109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan untuk
tercapainya pengelolaan pengadaan barang/jasa yang
lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai
pengadaan barang/jasa pemerintah dan meningkatkan
efektifitas, efisiensi, transparan, persaingan sehat dan
akuntabel perlu menempatkan pegawai yang profesional
dibidang pengadaan barang dan jasa;

bahwa pemberian tunjangan pengelola barang/jasa bagi
pegawal negeri sipil yang bekerja pada pemerintah
daerah dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah ;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Konawe.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah TK. Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 311);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten  Konawe (Lembaran  Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JABATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KONAWE

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.



5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang - undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupupaten Konawe.

7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali
kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota,

8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

9. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang
selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti
pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi
dibidang pengadaan barang/jasa.

11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

13. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik vang dilakukan untuk mencapai
tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas,
tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan
aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang  bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa.

15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa , dan/atau
penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berdaya guna dan berhasil
guna harus ditunjang oleh penempatan pegawai yang profesional dalam
pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Jabatan Fungsional adalah iabatan fiingsinnal nenoelnla mnenaadaan
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Pasal 4

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yakni melaksanakan kegiatan
perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan
manajemen informasi aset.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa , diberikan tunjangan
pengelola pengadaan barang dan jasa setiap bulan sebagaimana dimaksud
dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Pemberian tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa dihentikan apabila
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian
tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penempatan pegawai pada jabatan fungsional pengelola pengadaan barang
dan jasa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : |~ (] 2018

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFULU KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal ; 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUP N KONWE,

™ TATARTT O\Ts WATYY



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
TAHUN 2018
2018

NOMOR
TANGGAL

TUNJANGAN JABATAN

FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA

JABATAN

TUNJANGAN

Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Madya

Rp

. 1.150.000,00

Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Muda

Rp.

876.000,00

Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama

i

Rp.

493.000,00

BUPATE}KONAWE,
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KERY SAIFU&ONGGOASA




